PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jl. Propinsi Km.9 Nipah-Nipah Telp. 0542- 7211451

	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 470/045/Dukcapil/VII/2019          

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Menimbang
	:
	a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, maka perlu adanya Standar Pelayanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Pepres Nomor 26 Tahun 2009 tentang KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 126 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab./Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 9 Tahun 2011 tantang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun  Tahun 2017 tantang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Registrasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEM/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
25. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tuas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



	
	
	                                  MEMUTUSKAN

	Menetapkan
KESATU


	:
:
	
Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 


	KEDUA
	:
	Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah :
1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Penerbitan Kartu Tanda Prnduduk elektronik (KTP-el);
3. Penerbitan Biodata Penduduk;
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
6. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
8. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawianan;
9. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
11. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pencatatan Pengangkatan Anak;
13. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
15. Pencatatan Perubahan Nama;
16. Pencatatan Perubahan Status Kewarnegaraan;
17. Pencatatan Pembetulan Akta; 
18. Pencatatan Pembatalan Akta;
19. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
20. Legalisasi Dokumen Kependudukan;



	KETIGA
	:
	Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh segenap Pegawai/ Petugas/ Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


	KEEMPAT 
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilaakukan perbaikan sebagaimana mestinya.




	        Ditetapkan di    :  Penajam Paser Utara
        Pada Tanggal  :   31Juli 2019

Kepala Dinas,



S U Y A N T O
Nip. 196111251983031 011















































BAB I
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


A. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Seperti halnya Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik sehingga secara tertulis wajib menyusun standard pelayanan.
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Instansi pelaksana penyelenggara pelayanan yang memiliki dominan fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagai Instansi pelaksana bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan dilaksanakan secara baik oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standard pelayanan minimal dan standard pelayanan publik. Berdasarkan Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petujuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, dan Permenpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, bahwa standard pelayanan dan maklumat pelayanan serta sistem, mekanisme dan prosedur merupakan point-point penting yang menjadi dasar dalam pengukuran kinerja pelayanan publik suatu lembaga atau orgaisasi.
Dalam melaksanakan pelayanan ada unsur lain yang memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan pencapaian aspek pelayanan yang berbasis pada excellent service / kepentingan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, sehingga perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan dimana satuan kerja atau Instansi pelaksana sebagai penyelenggara tersebut mempunyai dominan fungsi pelayanan komprehensif.




B. Visi, Misi, Maklumat dan Motto
1. Visi
Terdepan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pemenuhan hak-hak sipil dan penyediaan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir.
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelayanan prima administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir.
3. Maklumat
Dengan ini, kami menyatakan siap untuk menyelenggarakan pelayanan maksimal sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan yakni pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang bebas dari praktek KKN dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”
4. Motto :
Pelayanan RAMAH yakni Pelayanan yang Responsif, Akuntabiitas, Membahagia- kan, Amanah dan Humanis.

C. Ruang Lingkup dan Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan umum pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok,Fungsi dan Rincian Tuas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan pemcatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administraasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam menyelenggarakan fungsinya dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai kewenangan :
a. Melakukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
b. Melakukan Pelayanan Pencatatan Sipil;
c. Malakukan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
d. Menyusun Profil Kependudukan.

D. Jenis-jenis Pelayanan
Pelayanan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya adalah pelayanan yang bersifat layanan administrasi, dengan jenis pelayanan antara lain :
1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Penerbitan Kartu Tanda Prnduduk elektronik (KTP-el);
3. Penerbitan Biodata Penduduk;
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
6. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
8. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawianan;
9. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
11. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pencatatan Pengangkatan Anak;
13. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
15. Pencatatan Perubahan Nama;
16. Pencatatan Perubahan Status Kewarnegaraan;
17. Pencatatan Pembetulan Akta;
18. Pencatatan Pembatalan Akta;
19. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
20. Legalisasi Dokumen Kependudukan;










BAB  II
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dalam melaksanakan standar pelayanan publik disusun dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, sarana prasarana/fasilitas, kompotensi pelaksanadan pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko karagu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksana. 

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang KTP berbasis NIK secara Nasional sebagamana telah diubah terakhir dengan Perpres 126 Thun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparataur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab./Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 9 Tahun 2011 tantang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tantang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Registrasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEM/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
26. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tuas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Standar Pelayanan sebagaimana dijelaskan pada lampiran masing-masing jenis pelayanan.

























LAMPIRAN 	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		  KABUPATEN PENAJAM UTARA
NOMOR  	: 
TENTANG 	: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan.
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	(1)












(2)







(3)




(4)





(5)




(6)






(7)




(8)




(9)
	Penerbitan Kartu Keluarga Baru, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaiberikut :
a. Mengisi formulir Biodata Penduduk WNI;
b. Mengisi formulir permohonan KK baru WNI;
c. Foto copy Kutipan Akta perkawinan/Buku Nikah, Akta Perceraian;
d. Foto copy Ijazah terakhir;
e. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah/datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
g. Foto copy izin tinggal tetap bagi Orang Asing.
Perubahan Data dan Permohonan KTP, dilakukan setelah memenuhi syarat:
a. Surat pernyataan perubahan data WNI;
b. Formulir biodata untuk perubahan WNI:
c. Formulir permohonan KTP WNI;
d. Foto copi Ijazah/Akta Kelahiran/ buku nikah/ Akta perkawinan. Akta perceraian.
e. Kartu Keluarga (KK) ASli;
f. KTP Asli.
Penambahan Kartu Keluarga (KK) karena kelahiran, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa :
a. Formulir permohonan perubahan KK WNI;
b. Kartu Keluarga (KK) asli/lama;
c. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan;
Penambahan Keluarga karena kedatangan, dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. Formulir permohonan perubahan KK WNI;
b. Kartu Kaluarga (KK) Asli/Lama;
c. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia dari Daerah asal (SKPWNI);
Penambahan Keluarga karena Ada Menumpang, dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. Formulir permohonan perubahan KK WNI;
b. KK Asli yang akan ditumpangi;
c. KTP Asli yang akan menumpang.
Pecah Kartu Keluarga (KK) dan Permohonan KTP, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Formulir permohonan perubahan KK WNI;
b. Formulir permohonan KTP WNI;
c. KK dan KTP Asli;
d. Foto copy Buku Nikah/Akta Perkawinan.
Pengurangan Keluarga karena kepindahan, dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. Formulir permohonan perubahan KK WNI;
b. KK dan KTP–el;
c. Formulir permohonan pindah WNI;
d. Surat Keterangan Pindah WNI.
Pengurangan Keluarga karena Kematian, dilakukan setelah memenuhi syarat:
a. Formulir permohonan perubahan KK WNI;
b. Kartu Keluarga (KK) Asli;
c. Foto copy Akta kematian.
KK hilang atau rusak, dilakukan setelah memenuhi syarat :
a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian;
b. Membawa KK yang rusak;
c. Foto copy KK/KTP/atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.


	2.
	Sistem dan mekanisme serta prosedur
	a.
b.

c.
d.

e.
f.

	Pemohon mengisi formulir isian KK;
Petugas Front Office menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
Petugas operator melakukan perekaman data serta menerbitkan draft KK; 
Kepala Seksi dan Kepala Bidang memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft KK;
Operator mencetak dokumen KK;
Dokumen KK ditandatangani oleh Kepala Dinas dan atau Pelaksana untuk kemudian diserahkan kepada pemohon.


	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	60 (enam puluh) menit, dengan catatan berkas lengkap dan benar.


	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dikenakan biaya (gratis).


	5.
	Produk Pelayanan
	Kartu Keluarga (KK).


	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
	a.
b.
c.
d.
e.

f.
	Kotak Saran
Wibsite : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon : 0542-7211420/7211421
Email : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.dukcapil.penajam.go.id
Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

	
	
	Mekanisma Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dilaksanakan tahapan sebagai berikut :
a. Cek di tempat
b. Koordinasi internal
c. Koordinasi ekstrenal
d. Tindak lanjutdan solusi permasalahan.


	7.
	Waktu Pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis : 08.00 – 16.00
Jumat              : 08.00 – 11.00
Sabtu Minggu dan hari besar nasional libur.






Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal Organisasi :
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	a.

b.



c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.
	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peratuan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tantang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan
Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara :
· Blanko Kartu Keluarga dan Blanko lainnya yang berkaitan.
· Komputer  : 12  unit
· Printer       :   7 unit
· Jaringan    :   1  unit

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
Mampu bersikap sopan, santun, ramah, responsif dan komunikatif;
Disiplin dan taat waktupelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	a.
b.
c.
	Operator SIAK   :  9Orang
Petugas Administrasi : 8Orang
Petugas Front Office  : 5Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya standard operasional prosedur (SOP);
Adanya kode etik pegawai;
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kartu Keluarga dan Biodata sudah jadi tetapi belum diambil, maka disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya atau pemohon dihubungi sesuai alamat telpon yang diberikan atau yang tertera pada berkas.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a.

b.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan incidental terkait program kegiatan dan pelayanan;
Melalui survey indeks kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,


S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011
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2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	(1)






(2)





(3)





(4)






(5)
	Persyaratan penerbitan KTP Elektronik baru/Pindah datang, sebagai berikut :
a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan izin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belumberusia 17tahun tetapi sudah atau pernah menikah/kawin;
b. Telah melaksanakan perekaman KTP-el di tempat-tempat pelayanan perekaman;
c. KTP-el dari Daerah asal.
Persyaratan penerbitan KTP-el karena perubahan data, sebagaiberikut :
a. Surat pernyataan perubahan data WNI;
b. Formulir biodata untuk perubahan data;
c. Permohonan KTP WNI
d. Kartu Keluarga (KK) Asli;
e. KTP Rusak/Lama;
Persyaratan penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi WNI dan OrangAsing yang memiliki izin tinggal tetap adalah sebagai berikut :
a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
b. KTP-el yang rusak;
c. Foto copy KK;
d. Foto copy paspor dan izin tinggal tetap.
Persyaratan penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dan WNA / keterangan Pindah Datang;
a. Surat keterangan pindah WNI dan WNA/keterangan pindah datang;
b. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
c. Foto copy KK terbaru;
d. KTP-el asli dari daerah asal.
Jika terjadi halangan sehingga blanko KTP-el tidak tersedi maka diterbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el sementara.

	2.
	Sistem Mekanisme dan Prosedur
	a.

b.


c.
d.
	Pemohon menyerahkan berkas permohonan dan persyaratanyang sudah lengkap kepada petugas Front Office;
Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi dan divalidasi oleh pengadministrasi atau oleh kepala seksi, selanjutnya diregistrasi lalu diproses;
Petugas operator mencetak KTP-el;
Pemohon menerima KTP-el.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	
	30 (tiga puluh) menit.

	4.
	Biaya/ tarif
	
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk pelayanan
	
	Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

	6.
	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan.
	a.
b.
c.
d.
e.




	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Cek di tempat;
b. Koordinasi internal;
c. Koordinasi eksternal;
d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00 Wita
Jumat                : 08.00 – 11.00 Wita
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur.



Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) :
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.



c.

d.

e.

f.

g.



h.

i.

j.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pearturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Kependudukan Secara Nasional;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara.

	2.
	Sarana Prasarana dan Fasilitas
	Sarana Prasaranan dan Fasilitas berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara :
· Blangko KTP-el
· Komputer  : 12 Unit
· Printer       :  7 Unit
· Jaringan    :  1Unit
· Alat Rekam : 3 Unit
· Alat cetak : 6 unit

	3.
	Kompetensi Pelaksana 
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi;
Mampu bersikap sopan, ramah, responsif dankomunikatif;
Disiplin dantaat waktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelayanan
	a.
b.
c.
	Operator SIAK   : 9Orang;
Petugas Adm     :  8Orang;
Petugas Front Office :  5Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
Adanya Kode Etik Pegawai;
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila KTP-el telah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya, jika pada berkas pemohon ada No. kontak/telpon akan diinformasikan melalui telpon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a.

b.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan atau incidental terkait program kegiatan dan pelayanan;
Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 196111251983031011
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3. PENERBITANBIODATA  PENDUDUK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	(1)


(2)

(3)

	Persyaratan penerbitan Biodata Penduduk, sebagai berikut :
a. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
b. Pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan.
Biodata penduduk diterbitkan bagi warga yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang akan melaksanakan pernikahan.
Bagi Orang Asing memiliki dan melampirkan ijin tinggal terbatas atau ijin tingga tetap.

	2.
	Sistem Mekanisme dan Prosedur
	a.

b.


c.
d.
	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang sudah lengkap kepada petugas Front Office; 
Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi dan divalidasi oleh pengadministrasi atau oleh kepala seksi, selanjutnya diregistrasi lalu diproses;
Petugas operator mencetak Biodata Penduduk;
Pemohon menerima Biodata Penduduk.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	
	30 (tiga puluh) menit.

	4.
	Biaya/ tarif
	
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk pelayanan
	
	Biodata Penduduk.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan.
	a.
b.
c.
d.
e.




	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
c. Cek di tempat;
d. Koordinasi internal;
e. Koordinasi eksternal;
f. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00 Wita
Jumat                : 08.00 – 11.00 Wita
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur.



	
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) :
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.



c.

d.

e.

f.

g.


h.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Peraturan Pemerintah Npmor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke IV aatas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 126 Tahun 2012;
Peratutran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara.

	2.
	Sarana Prasarana dan Fasilitas
	Sarana Prasaranan dan Fasilitas berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara :
· Blangko KTP-el
· Komputer    : 12 Unit
· Printer         :   7 Unit
· Jaringan      :   1 Unit
· Alat Rekam :   3 Unit
· Alat cetak    :   6 unit

	3.
	Kompetensi Pelaksana 
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi;
Mampu bersikap sopan, ramah, responsif dan komunikatif;
Disiplin dan taat waktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelayanan
	a.
b.
c.
	Operator SIAK   : 9Orang;
Petugas Adm     :  8 Orang;
Petugas Front Office  :  5 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
Adanya Kode Etik Pegawai;
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Biodata Penduduk sudah selesai tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya, jika pada berkas pemohon ada No. kontak/telpon akan diinformasikan melalui telpon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a.

b.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan atau incidental terkait program kegiatan dan pelayanan;
Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011
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4. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Komponen Standar Pelayanan terkait denganproses pencapaian pelayanan  : 
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan 
	(1)








(2)





(3)






(4)
	Persyaratan penerbitan KIA baru adalah sebagai berikut :
a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memilki izin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang sehari atau belum pernah kawin/menikah;
b. Foto copy kutipan Akta Kelahiran;
c. Foto copy KK terbaru;
d. Menunjukkan KTP-el orang tua;
e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang sehari.
Persyaratan penerbitan KIA karena hilang/rusak adalah sebagai berikut :
a. Surat keterangan hilang dariKepolisian;
b. Foto copy kutipan Akta Kelahiran dengan menunjukkan asli;
c. Foto copy KK terbaru;
d. MenunjukanKTP-el orang tua;
e. KIA yang rusak/lama.
Perpanjangan KIA (untuk anak yang sudah masuk usia 5 tahun keatas), adalah sebagai berikut :
a. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
b. Foto copy Akta lahir dengan menunjukkan aslinya;
c. Menunjukkan KTP-el orang tua;
d. KIA lama;
e. 2 lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm.
Untuk pembuatan KIA anak orang asing (WNA) sama dengan WNI tetapi ditambahkan dengan foto copy Paspor dan surat izin tinggal tetap (SKTT). 

	2.
	Sistem Mekanisme dan Prosedur
	a.

b.

c.


d.
f.
	Pemohon mengajukan persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Petugas Operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh pemohon;
Petugas Operator melakukan scan foto anak dan entri data yang memohon KIA sesuai usia anak yang bersangkutan (usia 0-5 tanpa foto, berusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang sehari dilampiri foto;
Petugas Operator mencetak KIA.
Pelayanan juga bisa dilakukan dengan cara online.

	3.
	Jangka waktu pelayanan
	30(tiga puluh) menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk pelayanan
	Kartu Identitas Anak (KIA).

	6.
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.


.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
g. Cek di tempat;
h. Koordinasi internal;
i. Koordinasi eksternal;
j. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – kamis : 08.00 – 16.00 wita
Jum’at             : 08.00 – 11.00 wita
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur.





Komponen Standar Pelayanan terkait denga proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (anufacturing).
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Preturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13.112/Dukcapil/2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerapan KIA;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasarana dan / atau fasilitas yang ada di Dainas :
· Blangko KIA
· Komputer   :  12 Unit       
· Printer        :    7 Unit
· Jaringan Internet : 1 Unit
· Alat Cetak :   6 Unit
· Alat Rekam :   3 unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi;
Mampu bersikap sopan, ramah, responsif dan komunkatif;
Disiplin dan taat waktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bdang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK  : 9 Orang;
Petugas Adm.   :  8 Orang;
Petugas Front Office  :5 Orang.

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasionl Prosedur (SOP);
Adanya Kode etik Pegawai;
Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila KIA sudah selesai tetapi belum diambil oleh pemohon, maka akan disimpan terlebih dahulu oleh petugas kemudian pemohon akan dihubungi melalui telepon.

	.8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a.

b.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan pelayanan;
Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.




Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011




ALUR PENRBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)






 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal )
)






 (
Di tolak
) (
Pengadministrasi Kependudukan
(Verifikator
)
)







 (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak KIA
)
)






 (
Kabid 
Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk
(
Memeriksa
)
)







 (
Pengarsipan
)




 (
Selesai
)
























5. SURAT KETERANGAN PINDAH WNI

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery).
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	(1)





(2)


	Perpindahan penduduk (WNI) masuk/datang, sebagai berikut  :
a. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang di Tanda Tangani oleh Pejabat Disdukpil yang berwenang dari Daerah Asal;
b. Kartu Keluarga (KK) Asli yang ditumpangi, jika yang pindah datang numpang KK;
Perpindahan Penduduk Keluar, sebagai berikut :
a. Mengisi Formulir Permohonan Pindah;
b. KK dan KTP-el Asli di lampirkan;

	2.
	System Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)

(3)


(4)

	Pemohon menyerahkan berkas yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan’
Berkas diverifikasi dan divalidasi oleh petugas atau Kepala Seksi dan selanjutnya di registrasi untuk kemudian diproses;
Petugas melakukan entry data atau surat keterangan pindah warga Negara Indonesia (SKPWNI), selanjutnya diperiksa/ diverifikasi oleh Kepala Seksi atau Kepala Bidang dan memaraf;
SKPWNI ditandatangani Kepala Dinas dan selanjutnya diserahkan ke Pemohon.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Surat Keterangan Pindah (SKPWNI).

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.


c.

d.

e.

f.


g.


h.

i.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahun 2006=9 tentang KTP berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 126 Tahun 2012;
Pearturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nsional; 
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     :12 Unit
Printer          : 7 Unit
Jaringan       : 1 Unit
Scanner      : 2 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Prlayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :9  Orang
Petugas  adm.  :  8Orang
Petugas Front Office  :  5 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila SKPWNI sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011


















ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH

 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal
)
) (
Pengadministrasi Kependudukan
& Kepala Seksi 
(Verifikator
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak KK/ SKPWNI
)
) (
Kabid Dafduk
(
Memeriksa Berkas, Memberi Pa
raf
 KK/ SKPWNI
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan KK/ SKPWNI
)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
) (
Selesai
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)























































6. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	(1)










(2)













(3)









(4)













(5)

	Persyaratan pendaftaran Pencatatan Kelahiran WNI :
a. Mengisi formulir permohonan
b. Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/SPTJM kelahiran
c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua/SPTJM Perkawinan;
d. Foto copy KTP-el kedua orang tua.
e. Foto copy KTP-el pemohon Akta jika telah berumur 17 Tahun/ sudah kawin atau pernah kawin.
f. Foto copy KK orang tua atau KK Mandiri. 
g. Foto copy KTP-el dua orang saksi.
h. Foto copy ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah.
Persyaratan Pencatatan Kelahiran Orang Asing :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan
c. Foto copy kutipan akta perkawinan/ buku nikah orang tua.
d. Melampirkan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana (kelahiran baru);
e. Fotocopi KTP-el  2 (dua) orang saksi;
f. Foto copi ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah;
g. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal maka harus melampirkan foto copy kutipan akta kematian;
h. Surat  keterangan kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam data base/KK;
i. Foto copi Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi;
j. Foto copi visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangnya :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ surat keterangan dari Kades/Lurah;
c. Foto copy KK dan KTP-el bagi yang menemukan Anak Tersebut;
d. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian; dan Surat Keterangan dari Dinas Sosial;
e. Foto copy KTP-el  2 (dua) orang saksi;
f. Foto copy Ijazah terakhir yang sudah memiliki Ijazah;
Persyaratan pengurusan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
a. Mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri;
b. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa Luar Negeri; 
c. Foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia;
d. Foto copy Pasport yang telah di legalisir;
e. Foto copy KTP-el suami isteri;
f. Pemohon yang diwakili orang lain dilampiri surat kuasa yang bermaterai 6000;
g. Bagi WNA :
· Foto copy paspor dan Visa yang telah di legalisir oleh Imigrasi.
· SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana;
Masyarakat/Warga dapat melakukan pendaftaran/pengurusan Akta Kelahiran secara Online melalui Website Dukcapil PPU dengan tetap mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)


(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, kalau lengkap dilanjutkan dan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf kutipan akta kelahiran;
Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk;

Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf akta kelahiran dan buku registrasi;
Operator mencetak kutipan akta kelahiran;
Kepala Dinas menadatangani kutipan akta kelahiran;
Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit 

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Kutipan Akta Kelahiran.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum




	a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Preturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peninkatan Cakupan Akta Kelahiran;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13.112/Dukcapil/2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerapan KIA;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       :   1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK  :  9  Orang
Petugas Front Office : 3 Orang
Pengadminidtrasian  :8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Kelahiran sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,




S U Y A N T O
NIP. 196111251983031011



































ALUR PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
) (
Di tolak
) (
Kasi dan 
Kabid 
Pelayanan 
Capil
(
Memeriksa Berkas, Memberi Paraf
)
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak 
Kutipan 
Akta Kelahiran
)
) (
Kasi Kelahiran & Kematian
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
)


































 (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan
/ TTEKutipan 
Akta Kelahiran 
)
)





 (
Pengarsipan
)



 (
Selesai
)










7. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	(1)








(2)










	Persyaratan pendaftaran Pencatatan Kematian WNI :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat kematian (visum) dari dokter/ petugas kesehatan atau surat kematian dari Desa/Lurah/Ketua RT;
c. Surat Keterangan dari Kepolisian (meninggal dalam keadaan tertentu);
d. Foto copy KK;
e. Foto copy KTP-el, akta kelahiran, buku/akta nikah yang meninggal;
f. Foto copy KTP-el 2 orang saksi;
g. Foto copy KTP-el pelapor.
Pencatatan Kematian bagi Warga Negara Asing, sebagai berikut :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat kematian (visum) dari dokter/ petugas kesehatan atau surat kematian dari Desa/Lurah;
c. Surat Keterangan dari Kepolisian (meninggal dalam keadaan tertentu);
d. Foto copy KK dan KTP-el yang bersangkutan bagiorang asing yang berstatus tiggal terbatas;
e. Foto copy kutipan akta kelahiran yang meninggal;
f. SKTT yang bersangkutan bagi orang asing dengan status tinggal terbatas;
g. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan bagi orang asing dengan izin singgah atau visa kunjungan. 

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)


(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, kalau lengkap dilanjutkan dan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf kutipan akta kematian;
Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk;
Pejabat Pelaksana, Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf akta kematian dan buku registrasi;
Operator mencetak kutipan akta kematian;
Kepala Dinas menadatangani kutipan akta kelahiran; dan
Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Kutipan Akta Kematian.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur





Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.


	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Preturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan administrasi Secara Daring;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       : 1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Prlayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9Orang
Petugas Front office  :  3 Orang
Pengadministrasian   :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Kematian sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011






  ALUR PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kasi Kelahiran & Kematian
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak 
Kutipan 
Akta Kematian
)
) (
Kasi dan 
Kabid 
Pelayanan 
Capil
(
Memeriksa Berkas, Memberi Paraf
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Kutipan 
Akta Kematian 
)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
) (
Selesai
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)























































8. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	(1)











(2)





	Persyaratan pendaftaran Pencatatan Perkawinan WNI :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
c. Foto copy KK dan KTP-el Suami-Isteri;
d. Foto copy Akta Kelahiran Suami-Isteri;
e. Foto copy KTP-el Orang Tua/Wali;
f. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi;
g. Akta Kematian Pasangannya bagi janda/duda karena cerai mati;
h. Akta Perceraian bagi janda/duda karena cerai hidup;
i. Surat Keterangan Nikah dari Desa/Kelurahan (N1,N2,N3 dan N4);
j. Pas foto berwarna dan berdampingan ukuran 4x6 cm 5 lembar.
Persyaratan Pencatatan Perkawinan Orang Asing diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
c. Foto copy KK dan KTP-el Suami-Isteri;
d. Foto copy Akta Kelahiran Suami-Isteri;
e. Foto copy KTP-el Orang Tua/Wali;
f. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi;
g. Akta Kematian Pasangannya bagi janda/duda karena cerai mati;
h. Akta Perceraian bagi janda/duda karena cerai hidup;
i. Surat Keterangan Nikah dari Desa/Kelurahan (N1,N2,N3 dan N4);
j. Pas foto berwarna dan berdampingan ukuran 4x6 cm 5 lembar.
k. Izin dari Negara atau perwakilan negaranya;
l. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf kutipan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
Petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk;
Pejabat Pelaksana, Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf akta perkawianan dan buku registrasi;
Operator mencetak kutipan akta perkawianan;
Kepala Dinas menandatangani/TTE kutipan akta perkawinan; dan
Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Kutipan Akta Perkawianan.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur


Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.
b.

c.


d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.


k.


	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Keputusan Mahkama Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2003 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 30 April 2013;
Preturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Pendudu dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :    1 Unit
Scanner        :    1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Prlayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  8 Orang
Petugas Pelayanan  :  3 Orang
Pengadministrasian  :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011



ALURPENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)




 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
)




 (
Di tolak
) (
Kasi Pencatatan Perkawinan & Perceraian
, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
)





 (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak 
Kutipan 
Akta Perkawinan
)
)





 (
Kasi dan 
Kabid 
Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa Berkas, Memberi Paraf
)
)





 (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan
/TTE Kutipan
 Akta Perkawinan)
)





 (
Pengarsipan
)


 (
Selesai
)


















9. PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	






	Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
c. Kutipan Akta Perkawinan Suami-Istri;
d. Foto copy KK;
e. Foto copy KTP-el Suami-Istri;
f. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
g. Bagi orang Asing membawa dokumen Imigrasi.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf kutipan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawianan;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf surat keterangan pembatalan perkawinan;
Operator mencetak ;
Kepala Dinas menadatangani surat keterangan pembatalan perkawinan yang sudah benar; 
Petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	60 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.
b.

c.


d.

	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Keputusan Mahkama Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2003 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 30 April 2013;


	
	
	e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.


	Preturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Pendudu dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :    1 Unit
Scanner       :    1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9 Orang
Petugas Front Office  :  3 Orang
Pengadministrasian   :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011













ALUR PELAYANAN SURATKETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
) (
Di tolak
) (
Kasi Pencatatan Perkawinan & Perceraian
, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
)




















 (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak 
Surat Keterangan Pembatalan
 Perkawinan
)
)






 (
Kasi dan 
Kabid 
Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa, Memberi Paraf
)
)






 (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Surat Keterangan Pembatalan 
Perkawinan)
)





 (
Pengarsipan
)



 (
Selesai
)










10. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	(1)







(2)



	Persyaratan Pencatatan Akta Perceraian :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Salinan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
c. Kutipan Akta Perkawinan Suami-Istri;
d. Foto copy KK;
e. Foto copy KTP-el Suami-Istri;
f. Foto copy KTP 2 orang saksi;
Persyaratan Pencatatan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah NKRI, sebagai berikut :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Kutipan Akta Perceraian dari Negara setempat;
c. Foto copy Paspor yang telah dilegalisir oleh Imigrasi;
d. Foto copy Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi;
e. Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf kutipan Akta  Perceraian;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada drafKutipan Akta Perceraian;
Operator mencetak Kutipan Akta Perceraian;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani/TTEKutipan Akta Perceraian yang sudah dianggap benar;
Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	60 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Kutipan Akta Perceraian.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasara Hukum
	a.
b.

c.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Npmor 9 Tahun 2975 tentang Pencatatan Perkawinan;


	
	
	d.

e.

f.

g.

h.


	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Pendudu dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       :    1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  8 Orang
Petugas Front Office  :  3 Orang
Pengadministrasian   :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Perceraian sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011

















ALUR PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN


 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kasi Pencatatan Perkawinan & Perceraian
, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak Akta Perceraian
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan Akta Perceraian)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
) (
Selesai
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)


























 (
Kasi dan 
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa
 dan
, Memberi Paraf
)
)



























11. PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	







	Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perceraian :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Salinan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
c. Kutipan Akta Perceraian;
d. Foto copy KK yang bersangkutan;
e. Foto copy KTP-el yang bersangkutan;
f. Bagi WNA membawa dokumen Imigrasi;

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)


(3)

(4)
(5)

	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan memcatat dalam agenda berkas masuk/buku registrasi;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
Operator mencetak Surat KeteranganPembatalan Perceraian;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir Pembatalan Perceraian pada Akta Perceraian yang sudah dianggap benar;

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Surat Keretangan Pembatalan Perceraian.

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Npmor 9 Tahun 2975 tantang Pencatatan Perkawinan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Pendudu dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;


	
	
	h.


	Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :    4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       :   1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9 Orang
Petugas Front Office  :  3 Orang
Pengadministrasian   :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011

























ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)



 (
Selesai
) (
Pengarsipan
) (
Di tolak
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Catatan Pinggir Akta Pembatalan
 Perceraian)
) (
Kasi dan 
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa, Memberi Paraf
)
) (
Kasi Pencatatan Perkawinan & Perceraian
, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
)
















 (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak 
Surat Keterangan Pembatalan
 Perceraian
)
)


































12. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	










	Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak  :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
c. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat;
d. Foto copy Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak;
e. Foto copy KK dan KTP-el pemohon
f. Foto copy KTP-el 2 orang saksi;
g. Bagi WNA melampirkan :
· Salinan Penetapan Pengadilan atau Surat Keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
· Kutipan Akta Kelahiran anak WNA;
· Foto copy Paspor dan Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi’
· Izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh lemabaga penerjemah resmi’
· SKTT bagi OrangAsing tinggal terbatas;


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)


(3)

(4)
(5)

(6)

	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Catatan Pinggir Pengangkatan Anak, mencatat dalam agenda berkas masuk/buku registrasi;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Catatan Pinggir Pengangkatan Anak;
Operator mencetak Catatan Pinggir Pengangkatan Anak;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir Penagangkatan Anak yang sudah dianggap benar;
Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak kepada pemohon. 


	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit 

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran.


	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan


	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 16.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur







Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.

c.


d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.


	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahu 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 126 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       :   1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9Orang
Petugas Front Office  :  3 Orang
Pengadministrasian    :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011




ALUR PENERBITAN PENGANGKATAN ANAK

 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kasi Pencatatan 
Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak Akta Pengangkatan Anak/Catatan Pinggir
)
) (
Kasi dan 
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa, Memberi Paraf
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Pinggir Pengangkatan Anak
)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
) (
Selesai
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)























































13. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	









	Persyaratan Pelaporan Pencatatan Pengakuan Anak  :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
c. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh Ibu Kandung bermaterai;
d. Foto copy KK dan KTP-el ayah dan ibu; 
e. Foto copy KTP-el 2 orang saksi;
f. Bagi WNA melampirkan :
· Foto copy Paspor dan Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi,
· SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)


(3)

(4)
(5)

(6)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Kutipan Akta Pengakuan Anak, mencatat dalam agenda berkas masuk/buku registrasi;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Kutipan Akta Pengakuan Anak;
Operator mencetak Kutipan Akta Pengakuan Anak;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak yang sudah dianggap benar;
Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Kutipan Akta Pengakuan Anak.

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.

c.


d.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahu 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 126 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;


	
	
	e.

f.

g.

h.

i.

j.

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       :   1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9 Orang
Petugas Front Office  :  3 Orang
Pengadministrasian    :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Pengakuan Anak sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011















ALUR PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK


 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kasi Pencatatan 
Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak Akta Pengakuan Anak
)
) (
Kasi dan 
Kabid 
Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa
 dan
 Memberi Paraf
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Kutipan 
Akta Pengakuan Anak)
) (
Di tolak
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)








































 (
Pengarsipan
)



 (
Selesai
)









14. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	








	Persyaratan Pelaporan Pencatatan Pengesahan Anak  :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Kutipan Akta Kelahiran Anak; 
c. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadi peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
d. Penetapan Pengadilan jika Anak dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
e. Foto copy KK dan KTP-el Orang Tua; 
f. Foto copy KTP-el 2 Orang Saksi;  
g. Bagi WNA melampirkan : 
· Foto copy Paspor dan Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi,
· SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)


(3)

(4)
(5)

(6)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Kutipan Akta Pengesahan Anak, mencatat dalam agenda berkas masuk/buku registrasi;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Kutipan Akta Pengesahan Anak;
Operator mencetak Kutipan Akta Pengesahan Anak;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Kutipan Akta Pengesahan Anak yang sudah dianggap benar;
Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit - 1 (satu) Hari kerja.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Kutipan Akta Pengesahan Anak.

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 14.00
Jum’at              : 08.00 – 11.00
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;


	
	
	c.


d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.


	Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahu 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 126 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner        :   1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9 Orang
Petugas Pelayanan  :  3 Orang
Pengadministrasian  :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011










ALUR PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK


 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal
)
) (
Kasi Pencatatan 
Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status dan Pewarganegaraan
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data & Mencetak Akta Pengesahan Anak
)
) (
Kabid 
Pelayanan Pencatatan Sipil
(
Memeriksa
 dan
 Memberi Paraf
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan Akta Pengesahan Anak)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
) (
Selesai
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)






















































15. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	







	Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perubahan Nama :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Penetapan dari Pengadilan Negeri;
c. Foto copy dan Kutipan Akta Kelahiran Asli; 
d. KK dan KTP-el; 
e. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap;  
f. Membawa STDL dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)


(3)

(4)
(5)

(6)
	Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Catatan Pinggir Perubahan dan merekam dalam data base kependudukan/ menginput data;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Catatan Pinggir Perubahan;
Operator mencetak Catatan Pinggir Perubahan Nama;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir Perubahan Nama yang sudah dianggap benar;
Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Nama kepada pemohon. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	60 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Catatan Pinggir Perubahan Nama.

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.

c.


d.

e.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahu 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 126 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;


	
	
	f.

g.

h.

i.

j.


	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner       :   1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  10 Orang
Petugas Front Office : 3 Orang
Pengadministrasian  :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Catatan Pinggir Perubahan Nama sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 




Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011

















ALUR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)


 (
Pengarsipan
) (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kepala Seksi atau Pejabat Berwenang
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Operator Komputer
(
Entry Data &
Mencetak Catatan Pinggir Perubahan Nama
)
) (
Kasi dan 
Kabid 
/Pejabat Berwenang
(
Memeriksa Berkas, Memberi Paraf 
Catatan PinggirPerubahan Nama
)
) (
Di tolak
)































 (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Catatan Pinggir Perubahan Nama
)
)









 (
Selesai
)










16. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	






	Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Foto copy Keputusan Presiden/Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan status kewarganegaraan;
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
d. Foto copy KK dan KTP-el;
e. Foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal Terbatas;
f. Foto copy Pasport.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)


(2)


(3)


	Pemohon mengisi formulir permohonan pelaporan perubahan Status Kewarganegaraan, kemudian menyerahkan formulir dengan melampirkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar kepada petugas pelayanan;
Petugas pelayanan memproses pencatatan perubahan status kewarganegaraan dalam buku pendaftaran dan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;
Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir tentang Perubahan Status Kewarganegaraan serta menadatangani bukti penerimaan produk.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.


c.


d.

e.

f.

	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admoinistrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22013 tentang Perubahan ke IV atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 126 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubhan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

	
	
	g.

h.

i.

j.

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Taahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahu 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner        :  1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9 Orang
Petugas Front Office :  3 Orang
Pengadministrasian   :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Akta Catatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir tantang Perubahan Status Kewarganegaraan sudah selesai tetapi belum diambil, maka disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telpon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011


















ALUR PELAYANAN PENERBITAN PERUBAHAN STATUS KEWARNEGARAAN

 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal
)
) (
Kepala Seksi atau Pejabat Berwenang
(
Verifikasi Berkas
)
) (
Operator Komputer
(
Entry Data &
Mencetak Perubahan Status Kewarganegaraan
)
) (
Kasi dan 
Kabid 
atau Pejabat Berwenang
(
Memeriksa, Memberi Paraf
)
) (
Di tolak
) (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)


































 (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan
 Perubahan Status Kewarganegaraan)
)



 (
Selesai
) (
Pengarsipan
)
















17. PEMBETULAN AKTA 

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	







	Persyaratan Pembetulan Akta  :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Dokumen Outentik yang menjadi persyaratan pembetulan Akta;
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;
d. Surat pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan/kesalahan redaksional;
e. Foto copy KK dan KTP-el pemohon; 

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)


(2)


(3)

	Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen outentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
Pejabat Pencatatan Sipil membuatakta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut aakta pencatatan sipil lama pemohon;
 Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Catatan Pinggir Pada Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan redaksional.
Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru sesuai permohonan pembetulan.

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.



	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Taahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner        :  1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9  Orang
Petugas Front Office  :  8 Orang
Pengadministrasian    :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sudah dibetulkan belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011




























 ALUR PELAYANAN PEMBETULAN AKTA

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)


 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kepala Seksi atau Pejabat Berwenang
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Kabid 
atau Pejabat Berwenang
(
Memeriksa
 dan
 Memberi Paraf 
Kutipan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Akta Pencatatan Sipil)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
)
















 (
Operator Komputer
(
Entry Data &
Mencetak Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
)
)
























 (
Selesai
)










18. PENCATATAN  PEMBATALAN AKTA

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	






	Persyaratan Perubahan Akta Pencatatan Sipil  :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
c. Kutipan Aktan Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
d. Foto copy KK dan KTP-el; 

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)


(2)


(3)


	Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan formulir pembatalan Akta melampirkan dokumen outentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
Pejabat Pencatatan Sipil membuatakta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut aakta pencatatan sipil lama pemohon;
 Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.


	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).


	5.
	Produk Pelayanan
	Catatan Pinggir Pada Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan.


	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan


	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur





Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.
b.

c.

d.

e.

f

g.

h.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Taahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner        :  1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9  Orang
Petugas Front Office  :  8 Orang
Pengadministrasian    :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan disimpan sebagai dokumen.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011

























ALUR PELAYANAN PEMBATALAN  AKTA

 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)


 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kepala Seksi atau Pejabat Berwenang
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Kabid 
atau Pejabat Berwenang
(
Memeriksa
 dan
 Memberi Paraf
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
Pembatalan Akta)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
)
















 (
Operator Komputer
(
Entry Data &
Mencetak Pebatalan  Akta
)
)
























 (
Selesai
)










19. PENCATATAN  PERISTIWA PENTING LAINNYA

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.



	Persyaratan
	





	Persyaratan Peristiwa Penting Lainnya :
a. Mengisi formulir permohonan;
b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
d. KK dan KTP-el; 

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)

(2)

(3)

(4)


(5)

(6)


(7)
	Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan formulir dengan melampirkan persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya;
Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir tentang terjadinya peristiwa penting lainnya pada Akta Pencatatan Sipil;
Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Catatan Pinggir Perubahan dan merekam dalam data base kependudukan/ menginput data;
Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Catatan Pinggir Perubahan;
Operator mencetak Catatan Pinggir Perubahan Nama;
Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir Perubahan Nama yang sudah dianggap benar;
Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Nama kepada pemohon.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	90 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan Sipil Lainnya.

	6.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.
b.

c.

d.

e.


f.

g.

h.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Taahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     : 10 Unit
Printer          :   4 Unit
Jaringan       :   1 Unit
Scanner        :  1 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taatwaktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Operator SIAK   :  9  Orang
Petugas Front Office  :  8 Orang
Pengadministrasian    :  8 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya disimpan sebagai dokumen.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011





















ALUR PELAYANAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA


 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)


 (
Loket Pelayanan
(Pemeriksaan Awal)
) (
Kepala Seksi atau Pejabat Berwenang
(
Verifikasi Berkas
 )
) (
Kabid 
atau Pejabat Berwenang
(
Memeriksa Berkas, Memberi Paraf 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
)
) (
Kepala Dinas
(
Tanda Tangan 
 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya)
) (
Di tolak
) (
Pengarsipan
)
















 (
Operator Komputer
(
Entry Data &
Mencetak Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
)
)
























 (
Selesai
)









20. LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Service Delivery)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.


	Persyaratan
	
	Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  :
a. Menunjukan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
b. Foto copy dokumen kependudukan yang akan dilegalisir.

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	(1)
(2)
(3)
	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap;
Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi. 

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	30 menit.

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis).

	5.
	Produk Pelayanan
	Legalisasi dokumen kependudukan

	6.
	Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a.
b.
c.
d.
e.
f.
	Kotak saran
Website : disdukcapil.penajamkab.go.id
Facebook  : Dukcapil Penajam Paser Utara
Telpon  : 0542 – 7211420/7211421
Email  : pengaduandwh.6409@gmail.com
Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id
Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

	
	
	Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

	
	
	a.
b.
c.
d.
	Cek di tempat
Koordinasi internal
Koordinasi eksternal
Tindak lanjut dan solusi permasalahan

	7.
	Waktu pelayanan
	a.
b.
c.
	Senin – Kamis  : 08.00 – 15.30
Jum’at              : 08.00 – 11.30
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional libur




Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organosasi (Manufacturing)
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.


	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Taahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 tantang Struktur Organisasi, Tata  Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

	2.
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas
	Sarana Prasaana dan/ atau fasilitas berada di dinas :
Komputer     :  3 Unit
Printer          :  2 Unit

	3.
	Kompetensi Pelaksanan
	a.
b.
c.
	Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi.
Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
Disiplin dan taat waktu pelayanan.

	4.
	Pengawasan Internal
	Berjenjang mulai dari Verifikator sampai Prjabat Berwenang.



	5.
	Jumlah Pelaksana
	Petugas Pelayanan   :   2 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	a.
b.
c.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya Kode Etik Pegawai
Tidak ada diskriminasi terhadap  pemohonan.

	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Apabila legalisasi dokumen kependudukan sudah selesai tetapi belum diambil, maka disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telpon.

	8.
	Evaluasi Kinerja Palksana
	1.

2.
	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidential terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan.
Melalui Survey Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan. 



Di tetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Juli 2019
Kepala Dinas,



S U Y A N T O
NIP. 19611125 198303 1011





ALUR PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN
 (
Pemohon
(Membawa Berkas)
)





 (
Petugas Pelayanan
Atau menerima berkas dan verifikasi
)




 (
Tata Usaha 
Mengolah dan Registrasi
)



 (
Di tolak
)
 (
Kepala Bidang atau
Pejabat Berwenang Memeriksa 
dan Menandatangani
)




 (
Petugas Pelayanan membubuhkan Stempel dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon 
)




 (
Selesai
)
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